
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PROVINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 
 

 

NOMOR   24  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 63 TAHUN 2015 
TENTANG PENJABARAN   ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2016 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI  PANDEGLANG, 
 

 
 

Menimbang     :  a. 
 
 
 
 

b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 63 
Tahun 2015; 
 
bahwa sesuai dengan ketentuan romawi III huruf c angka 
14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, 
dinyatakan bahwa apabila pendapatan daerah yang 
bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus diterima 
setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 
2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus 
menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus 
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 
Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan 
DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan 
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; 
 
 
 
 



 

c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. 
 
 
 
 

 

 

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (4) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek 
belanja dalam objek belanja berkenaan dan pergeseran 
antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan 
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, 
untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan 
Peraturan  Daerah tentang Perubahan APBD; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Pandeglang Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun Anggaran 2016; 
 

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 



 

 7. 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5049); 

 8. 

 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 



 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

 19. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

 20. 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

 23. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 



 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang 
Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2012 Nomor 4); 

 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10); 

 26. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11); 

 27. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12); 

 28. 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 
Nomor 3);  

 

 

 

Memperhatikan : 

29. 

 

 

1. 

 

 

2. 

 
3. 

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 9);  

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ 
tentang Petunjuk Teknis Pengganggaran Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 
tentang Pengurangan/Pemotongan DAK Fisik secara 
Mandiri Tahun Anggaran 2016; 

Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep. 15-
Huk/2016 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang 
Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota se Provinsi 
Banten; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 63 TAHUN 2015 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

 



Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 63 Tahun 2015 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal  1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas : 
1. Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.    160.717.994.430,38 

b. Dana Perimbangan    Rp. 1.874.183.253.880,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.    343.957.702.423,00 (+) 
 

Jumlah Pendapatan   Rp. 2.378.858.950.733,38 

2.   Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai sejumlah    Rp. 1.277.429.666.622,73 

2) Belanja Hibah sejumlah     Rp.     21.776.550.000,00 

3) Belanja Bantuan Sosial sejumlah   Rp.       4.781.343.000,00 

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan  
Desa sejumlah                       Rp.       9.740.263.770,00 

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada                    
Provinsi/Kabupaten/Kota/                                                        
Pemerintahan Desa dan Partai Politik   
sejumlah          Rp.   331.643.248.886,00 

6) Belanja Tidak Terduga sejumlah   Rp.       5.000.000.000,00 (+) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung           Rp.1.650.371.072.278,73 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai sejumlah      Rp.      98.812.856.240,00 

2) Belanja Barang dan Jasa sejumlah       Rp.    364.446.956.174,20 

3) Belanja Modal sejumlah     Rp.    534.781.818.815,00(+) 
 

Jumlah Belanja Langsung              Rp. 998.041.631.229,20 (+) 

    Jumlah Belanja    Rp. 2.648.412.703.507,93 

    Surplus/(Defisit)    Rp.   (269.553.752.774,55) 
 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan       Rp.      269.553.752.774,55 

b. Pengeluaran      Rp.                               0,00 
 

Jumlah Pembiayaan Neto   Rp.   269.553.752.774,55 
       Sisa lebih pembiayaan anggaran   

      tahun berkenaan      Rp.                            0,00 



 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal  2 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan 
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 
Ditetapkan di Pandeglang 

         pada tanggal 23 Juli 2016..... 
April 2016 

 

BUPATI  PANDEGLANG, 
 

Cap/Ttd 
 

IRNA NARULITA 
 

Diundangkan di Pandeglang 
pada tanggal 23 Juli 2016    
 

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN  PANDEGLANG, 
  
                                 Cap/Ttd 
 

      AAH WAHID MAULANY 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 NOMOR 24 

Salinan sesuai dengan aslinya 
          KEPALA BAGIAN HUKUM 
  SETDA KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

 
 
 
                HERMAWAN, SH 
        NIP. 19620411 199312 1 001 



 
 
 


